[bookmark: _Toc135370147]BAB III
[bookmark: _Toc130155167][bookmark: _Toc135370148]OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 [bookmark: _Toc135370149]Objek Penelitian
3.1.1 [bookmark: _Toc121317326][bookmark: _Toc121775793][bookmark: _Toc122330503][bookmark: _Toc122719511][bookmark: _Toc135370150]Sejarah dan Perkembangan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
Awal sebelum tahun 1980, Dinas bernama  Kantor Perburuhan Kota Cirebon sampai dengan tahun 1981, kemudian pada tahun 1981 nomenklatur Kantor Perburuhan Kota Cirebon menjadi Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon sampai dengan tahun 1997. Pada kurun waktu tersebut, pimpinan instansi adalah Bapak Drs. Subroto Mukhtar sampai dengan tahun 2001.
	Pada tahun 2001,  Kantor Dinas Tenaga Kerja menjadi  Kantor Cabang Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Dinas Transmigrasi Kota Cirebon dan berubah lagi  Dinas Kependudukan,  Catatan Sipil, dan Tenaga Kerja Kota Cirebon,  sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah  Kota Cirebon yang dipimpin oleh  Drs. T.M Hidayat sampai dengan tahun 2004. Setelah Drs. T.M. Hidayat, Dinas kemudian dipimpin oleh Drs. Arman Surahman, M.Si sampai dengan tahun 2005. Tahun 2005, Drs. Sony A. Trisyantono memimpin Dinas sampai dengan tahun 2008.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Dinas-dinas Daerah pada Pemerintahan Kota Cirebon, maka kemudian dibentuk Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon. Kepala Dinas pertama Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota Cirebon adalah Drs. Moch. Korneli, M.Si (Tahun 2009 s.d. 2012), kemudian dilanjutkan oleh H. Jamaludin, S.Sos (Tahun 2012 s.d. 2014), dan digantikan lagi oleh Drs. Ferdinan Wiyoto, M.Si (Tahun 2014 s.d. 2016), kemudian dipimpin kembali oleh H. Jamaludin, S.Sos (2016 s/d 2018) yang berubah dengan adanya Perda No. 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, Tahun 2019 s/d September Tahun 2020 dipimpin oleh H. Iing Daiman, M.Si dan selanjutnya dipimpin oleh Dra. Hj. Santi Rahyu, M.Si  Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021, Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon mengalami perubahan perlembagaan menjadi Dinas Sosial Kota Cirebon yang berlaku sejak tanggal 3 September 2021 berdasarkan pada Perwal Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2021 Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Cirebon.
3.1.2 [bookmark: _Toc122330504][bookmark: _Toc122719512][bookmark: _Toc135370151]Struktur Organisasi
3.1.2.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsinya
A. Tugas Pokok 
Dinas Sosial Kota Cirebon mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan, bidang perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat.

B. Kedudukan
Fungsi Dinas Sosial  Kota Cirebon, yaitu :
1. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial.
2. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
C. Fungsi
1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang  sosial. 
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang sosial. 
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan    Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial.
4. Pelaksana administrasi dinas dalam pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan  tugas dan fungsinya.
3.1.2.2. Visi dan Misi
a. Visi
Pemerintah Kota Cirebon melalui Walikota dan Wakil Walikota terpilih 2018- 2023 telah menetapkan Visi Kota Cirebon adalah :
“Sehati kita wujudkan Cirebon sebagai  Kota Kreatif berbasis budaya dan Sejarah”
Arti kata Sehati adalah “Sehat, Hijau, Agamis, Tentram, dan Inovatif”.


b. Misi
Untuk mencapai visi diatas, maka ditetapkan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul dalam segala Bidang.
2. Mewujudkan tata kelola Pemerintahanyang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum yang kondusif.
3.1.2.3. [bookmark: _Toc121317327][bookmark: _Toc121775795][bookmark: _Toc122330505][bookmark: _Toc122502333][bookmark: _Toc122631283][bookmark: _Toc122719513]Struktur Organisasi
Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Cirebon terdiri dari : 
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Program dan Keuangan
c. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial
1. Seksi Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Sosial
2. Seksi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial
3. Seksi Perlindungan Dan Jaminan Sosial



d. Bidang  Rehabilitasi Sosial
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Dasar
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
3. Seksi Penanganan Bencana
e. UPTD; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Cirebon adalah sebagai berikut :














Struktur Organisasi
Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Cirebon adalah sebagai berikut 
KEPALA DINAS
Dra. Hj. SANTI RAHAYU, M.Si
SEKRETARIS
Drs. TRIS PRAYUDI
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KA.UPT RUMAH PERLIND. SOS. ANAK
SRI HARTATY KARDJONO, SE
KA.SUBAG TU UPT RUMAH PERLIND. SOS. ANAK
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Sumber : Dinas Sosial Kota Cirebon 2023
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Cirebon




3.1.2 [bookmark: _Toc122330506][bookmark: _Toc122502334][bookmark: _Toc122631284][bookmark: _Toc122719514][bookmark: _Toc135370152][bookmark: _Toc121317329][bookmark: _Toc121775800]Uraian Tugas Organisasi
3.1.2.1. Seketariat 
1. Sekretariat sebagai unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi Dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas Dinas. 
2. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
3.1.2.2. Sub Koordinator Program dan Keuangan 
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup program dan keuangan; 
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup program dan keuangan; 
c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya; 
d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup program dan keuangan; 
e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup program dan keuangan meliputi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga; 
f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup program dan keuangan; 
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
3.1.2.3. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial
1. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial. 
2. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
3.1.2.4. Bidang Rehabilitas Sosial
a. Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang rehabilitasi sosial meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan rehabilitasi sosial dan penanganan bencana. 
b. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya
3.1.2.5. Tata Kerja Organisasi
Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Cirebon di jelaskan pada  Pasal 23A :
a. Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Sub Koordinator. 
b. Pimpinan unit kerja memberikan penugasan kepada Pejabat fungsional dan Pelaksana, dan dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari lintas unit kerja. 
c. Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksanan dalam Sub Koordinator dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis Jabatan. 
d. Bentuk penugasan kepada kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana terdiri atas: 
1. Penunjukan; 
2. Pengajuan sukarela
e. Penunjukan dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada Pejabat Penilai Kerja. 
f. Permohonan penugasan dalam bentuk penunjukan lintas unit organisasi meliputi: 
a. Maksud dan tujuan; 
b. Kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan; 
c. Ekspektasi yang diharapkan; 
d. Durasi pelibatan. 
g. Permohonan pengajuan sukarela disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang dituju dengan persetujuan atasan langsung yang bersangkutan. 
3.1.3. [bookmark: _Toc135370153]Keadan Pegawai
Dinas Sosial Kota Cirebon merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk pada tanggal 3 September 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, dan pada tahun 2021 mengalami perubahan struktur organisasi melalui Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Cirebon. Seluruh pelaksanaan tugas di Dinas Sosial Kota Cirebon didukung oleh 30 (tiga puluh) orang PNS (tercatat s.d. 31 Oktober 2021). Dari 30 (tiga puluh) pegawai tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kualifikasi pendidikan sebagai berikut 
Tabel 3.1.
Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Dinas Sosial Kota Cirebon
Tahun 2023
	No
	Pendidikan
	Pria
	Wanita
	Jumlah

	1.
	SD Sederajat
	-
	-
	-

	2.
	SLTP Sederajat
	-
	-
	-

	3.
	SLTA Sederajat
	2
	-
	2

	4.
	Akademi / Sarjana Muda
	-
	-
	-

	5.
	D IV / Strata 1
	9
	13
	22

	6.
	Strata 2
	3
	3
	6

	7.
	Strata 3
	-
	-
	-

	J u m l a h
	14
	16
	30


          Sumber : Dinas Sosial Kota Cirebon 2023
Jika dilihat dari klasifikasi pegawai berdasarkan komposisi Jabatan dan jenis kelamin maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Komposisi Jabatan dan jenis Kelamin
Pada Dinas Sosial 
Kota Cirebon Tahun 2023
	No
	Jabatan
	Jumlah
	Total

	
	
	Laki-Laki
	Perempuan
	

	1.
	Pejabat Eselon II b
	-
	1
	1

	2.
	Pejabat Eselon III a
	1
	-
	1

	3.
	Pejabat Eselon III b
	2
	-
	2

	4.
	Pejabat Eselon IV a
	3
	7
	10

	5.
	Pejabat Eselon IV b
	2
	1
	3

	6.
	Fungsional Umum
	
	
	

	J u m l a h
	8
	9
	17


             Sumber : Dinas Sosial Kota Cirebon 2023
Dilihat dari klasifikasi pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan, maka secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 3.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Pada Dinas Sosial
Kota Cirebon Tahun 2023
	No
	Pangkat dan Golongan
	Pria
	Wanita
	Jumlah

	1.
	Pembina Utama Muda, IV/c
	-
	1
	1

	2.
	Pembina Tingkat I,  IV/b
	1
	-
	1

	3.
	Pembina, IV/a
	3
	1
	4

	4.
	Penata Tingkat I,  III/d
	5
	6
	11

	5.
	Penata, III/c
	1
	3
	4

	6.
	Penata Muda Tingkat I, III/b
	2
	3
	5

	7.
	Penata Muda, III/a
	1
	2
	3

	8.
	Pengatur Muda Tingkat I, II/b
	1
	-
	1

	9.
	Pengatur, II/a
	-
	-
	-

	J u m l a h
	14
	  16
	30


 Sumber : Dinas Sosial Kota Cirebon 2023 

2.2.4 Sarana Dan Prasarana
Mengenai sarana Dinas Sosial Kota Cirebon yang berada di Jl. Terusan Pemuda No.04, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132 cukup memadai tetapi letak tempat kantor Dinas Sosial ini banyak orang yang tidak tahu karena letaknya yang mungkin kurang strategis.
3.1.1. [bookmark: _Toc122330507][bookmark: _Toc122719515][bookmark: _Toc135370154]Bagian/Sub Seksi Tempat Riset dan Praktik (Ristik)
3.1.4.1. [bookmark: _Toc121775801][bookmark: _Toc122330508][bookmark: _Toc122502336][bookmark: _Toc122631286][bookmark: _Toc122719516][bookmark: _Toc135370155]Sub Koordinator Program dan Keuangan 
Sub Koordinator Program dan Keuangan mempunyai tuga
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup program dan keuangan;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup program dan keuangan;
c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup program dan keuangan;
e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup program dan keuangan meliputi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup program dan keuangan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya
3.1.4.2. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Sosial
Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Sosial, memiliki tugas:
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup peningkatan kapasitas pemberdayaan sosial;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup peningkatan kapasitas pemberdayaan sosial;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup peningkatan kapasitas pemberdayaan sosial;
e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup peningkatan kapasitas pemberdayaan sosial meliputi pelaksanaan pemberdayaan sosial Komunitas Adat  Terpencil (KAT), fasilitasi pemberdayaan sosial KAT, peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT, koordinasi dan sinkronisasi pengkajian undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang, fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal;
f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup peningkatan kapasitas pemberdayaan sosial; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
3.1.4.3. Sub Koordinator Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial

Sub Koordinator Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial, memiliki tugas:
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengembangan potensi sumber daya kesejahteraan sosial;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengembangan potensi sumber daya kesejahteraan sosial;
c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengembangan potensi sumber daya kesejahteraan sosial;
e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan potensi sumber daya kesejahteraan sosial meliputi pelaksanaan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kota, peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat, peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial keluarga, peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta  penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan potensi sumber daya kesejahteraan sosial; dan;
g. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.


3.1.4.4. Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial
Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial, memiliki tugas:
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup perlindungan dan jaminan sosial;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perlindungan dan jaminan sosial;
c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup perlindungan dan jaminan sosial; 
e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perlindungan dan jaminan sosial meliputi pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar, penjangkauan anak-anak terlantar, rujukan anak-anak terlantar, pemantauan terhadap pelaksanaan  pemeliharaan anak terlantar, pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kota, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup perlindungan dan jaminan sosial; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3.1.4.5. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dasar
Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dasar, memiliki tugas:
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup rehabilitasi sosial dasar;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup rehabilitasi sosial dasar;
c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup rehabilitasi sosial dasar;
e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup rehabilitasi sosial dasar meliputi pelaksanaan rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, penyediaan permakanan, sandang dan alat bantu, pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat, fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak, pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pemberian layanan data dan pengaduan, pemberian layanan kedaruratan, pemberian pelayanan penelusuran keluarga dan pemberian layanan rujukan;
f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup rehabilitasi sosial dasar; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
3.1.4.6. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, memiliki tugas:
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup rehabilitasi sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup rehabilitasi sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup rehabilitasi sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup rehabilitasi sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi pelaksanaan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial, pemberian layanan data dan pengaduan, pemberian layanan kedaruratan, penyediaan permakanan, sandang, alat bantu dan perbekalan kesehatan diluar panti, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA, fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak, pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pemberian pelayanan penelusuran keluarga, pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, pemberian layanan rujukan serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial;
f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup rehabilitasi sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
3.1.4.7. Sub Koordinator Penanganan Bencana
Sub Koordinator Penanganan Bencana sebagaimana, memiliki tugas:
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup penanganan bencana;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup penanganan bencana;
c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup penanganan bencana;
e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penanganan bencana meliputi pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, penyediaan makanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, pelayanan dukungan psikososial, koordinasi, sosialisasi pelaksanaan kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana;
f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup penanganan bencana; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
3.1.5. [bookmark: _Toc121317332][bookmark: _Toc121775802][bookmark: _Toc122330509][bookmark: _Toc122719517][bookmark: _Toc135370156] Bidang Pekerjaan
3.1.5.1. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial. Bidang Pemberdayaan, 
Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial; 
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial; 
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial; 
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial; 
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.1.5.2. Bidang Rehabilitasi Sosial
Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang rehabilitasi sosial meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan rehabilitasi sosial dan penanganan bencana. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi Sosial; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Rehabilitasi Sosial; 
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Rehabilitasi Sosial;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Rehabilitasi Sosial;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial; 
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Rehabilitasi Sosial; 
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Rehabilitasi Sosial; 
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.1.5.3. UPT
UPT pada Dinas Sosial meliputi UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya, Kelas A; UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak, Kelas A; dan UPT Taman Makam Pahlawan dan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kelas B.
a. UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya
penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional lingkungan pondok sosial, panti persinggahan dan loka bina karya;
a. pelaksanaan operasional lingkungan pondok sosial, panti persinggahan dan loka bina karya yang meliputi penyediaan layanan dan pengelolaan lingkungan pondok sosial, panti persinggahan dan loka bina karya bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;

b. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkungan pondok sosial, panti persinggahan dan loka bina karya.
b. UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak
UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak pada Dinas Sosial, mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional rumah perlindungan sosial anak;
b. Pelaksanaan operasional rumah perlindungan sosial anak yang meliputi penyediaan layanan dan pengelolaan rumah perlindungan sosial anak, pelayanan kesejateraan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial;
c. Pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan rumah perlindungan sosial anak.
c. UPT Taman Makam Pahlawan dan Nilai-Nilai Kepahlawanan
UPT Taman Makam Pahlawan dan Nilai-Nilai Kepahlawanan pada Dinas Sosial, mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional taman makam pahlawan dan nilai-nilai kepahlawanan;
b. Pelaksanaan operasional taman makam pahlawan dan nilai-nilai kepahlawanan yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan pengendalian ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkup taman makam pahlawan serta penyuluhan nilai-nilai kepahlawanan;
c. Pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan taman makam pahlawan dan nilai-nilai kepahlawanan.
Objek penelitian mengacu pada suatu masalah atau fenomena yang menjadi subjek atau topik penelitian. Objek penelitian dapat berupa objek fisik, konsep atau fenomena sosial. Dalam penelitian ilmiah, objek penelitian adalah titik awal dan sumber informasi untuk mengembangkan hipotesis, memverifikasi teori, atau menjawab pertanyaan penelitian.  
Menurut Sugiyono (2009:38) Objek penelitian adalah atribut atau properti atau nilai seseorang, objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diterapkan. 
Tempat penelitian adalah suatu lingkungan, tempat atau kawasan yang hendak digunakan peneliti sebagai objek penelitian untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Situs adalah area atau wilayah tempat objek atau topik penelitian sedang dipelajari. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Cirebon. Alasan dipilihnya lembaga ini sebagai tempat penelitian karena Dinas Sosial Kota Cirebon memeiliki peran dalam mensejahterahkan dan melindungi anak terlantar di Kota Cirebon.  

3.2 [bookmark: _Toc135370157]Metode Penelitian
3.2.1. [bookmark: _Toc135370158]Metode Penelitian Yang Di Gunakan
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menurut Sugiono (2006, dalam Jurnal Inah & Trihapsari, 2016:163). Yang mengkaji objek dan mengungkap fenomena yang ada melalui informasi yang dikumpulkan secara kontekstual. Sebagai satu unit pelajaran, pertimbangkan unsur-unsur yang saling terkait, dan kemudian uraikan. Alasan penggunaan metode kualitatif adalah permasalahan yang masih sangat beragam sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang mendesak. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang perlindungan anak terlantar di Kota Cirebon.
3.2.2. [bookmark: _Toc135370159]Desain Penelitian
Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang mendalam tentang tuturan, tulisan, dan/atau tingkah laku yang dapat diamati dari seorang individu, kelompok, komunitas dan/atau organisasi dalam konteks tertentu yang dikaji dari perspektif global, holistik dan holistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman bersama tentang realitas sosial dari sudut pandang partisipan. Pengertian ini tidak ditentukan sebelumnya, tetapi dapat diperoleh setelah menganalisis realitas sosial yang menjadi pokok kajian. 
Menurut Moleong, Lexy Deskripsi adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, bukan angka. Hal ini disebabkan penerapan metode kualitatif. Selanjutnya, apa pun yang dikumpulkan kemungkinan besar akan menjadi kunci dari apa yang dicari. Dengan demikian, laporan peneliti akan berisi kutipan-kutipan data untuk menggambarkan penyajian laporan tersebut. Data dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya. 
Dengan menulis laporan seperti itu, peneliti menganalisis data yang sangat kaya dan sebanyak mungkin dalam bentuk aslinya. Setiap pertanyaan itulah kata-kata “mengapa” mengapa “dan” bagaimana hal itu terjadi” akan selalu digunakan oleh peneliti. (Moleong:2017) Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang paling sederhana karena dalam penelitian deskriptif ini peneliti tidak melakukan apa-apa terhadap subjek yang diteliti. Seorang peneliti hanya mengamati subyek penelitian kemudian menyajikan hasil penelitiannya dalam sebuah laporan penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif berupaya menggambarkan suatu fenomena sosial. 
Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sifat sesuatu yang sedang terjadi pada saat penelitian. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang komprehensif sehingga berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat diterapkan lebih lanjut pada berbagai permasalahan. Dengan demikian, penelitian kualitatif bukan hanya sekedar upaya mendeskripsikan data, melainkan mendeskripsikan hasil pengumpulan data kualitatif yang diperlukan secara jelas, yaitu wawancara, observasi, dan cek silang. 

Dengan demikian, penelitian kualitatif secara langsung ditujukan kepada individu atau masyarakat secara holistik tanpa mengurangi atau mengisolasi variabel tertentu. Penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif ini karena peneliti ingin menjelaskan sejauh mana implementasi kebijakan telah dilaksanakan untuk mensejahterakan anak terlantar. 
3.3 [bookmark: _Toc135370160]Teknik Pemilihan Informan
3.3.1. [bookmark: _Toc135370161]Informan
Informan atau narasumber dalam penelitian adalah orang yang memiliki banyak informasi dan bahan tentang masalah dan topik penelitian, sehingga nantinya informasi tentang topik penelitian yang diminta. Dalam pencarian dan perolehan informan penelitian, menyesuaikan dengan perspektif penelitian ini dilakukan karena informan yang diperoleh merupakan kebutuhan utama penelitian ini, sehingga informan disesuaikan dengan kebutuhannya. Dua kategori yang digunakan peneliti sebagai informan adalah informan kunci dan informan pendukung. Informan yang paling penting adalah Staf dan Kepala UPT RPSA. Informan pendukung anak terlantar yang ada di Dinas Sosial Kota Cirebon
3.3.2. [bookmark: _Toc135370162]Teknik Pemilihan Informan
Metode pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, artinya peneliti memilih informan yang diyakini memiliki pengetahuan yang mendalam tentang informasi dan permasalahan, serta dapat dipercaya sebagai sumber informasi yang solid yang memiliki kaitan dengan subjek. sedang dipelajari, tahu. . dan terlibat langsung atau memiliki pengaruh terhadap penelitian. Informan berikut membantu memberikan data yang akurat dan ringkas untuk penelitian ini: 
Tabel 3.4
Tabel Data Informan
	No
	Nama Informan
	Inisial Nama
	Jabatan

	1.
	Sri Hartaty Hardjono,.SE
	SHH
	Kepala UPT RPSA

	2.
	Nurhenah,.S.Kep.Ners
	N
	Kasubag UPT RPSA

	3.
	Eno Atmaja
	EA
	Kader Titik Binaan

	
	
	
	


3.3.3. [bookmark: _Toc135370163]Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data sangat penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
A. Observasi
Tujuan observasi ini adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan pelaksanaan Program Titik Binaan untuk Anak Terlantar, tentunya hasil observasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan acuan pengelolaan informasi.
Pengamatan pertama peneliti adalah ketika peneliti melakukan Ristik di Dinas Sosial Kota Cirebon dan di ajak ke Titik Binaan. Peneliti merasa masih belum efektifnya program titik binaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Cirebon.


B. Wawancara
Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi berupa informasi dari anak terlantar peserta pelatihan keterampilan. Selain itu, peneliti dapat mendeskripsikan informasi tersebut secara lebih komprehensif dengan pengolahan data yang luas, sehingga dapat menggunakan wawancara untuk mengetahui bagaimana anak jalanan diasuh di dinas sosial kota Makassar.
Wawancara dilakukan oleh peneliti, yaitu. pada tanggal 13 Maret 2023, peneliti menemui Ibu Nurhenah Selaku Kasubag RPSA di Ruangan UPT Dinas Sosial Kota Cirebon. Peneliti pun langsung melakukan wawancara secara singkat untuk mengetahui jumlah anak terlantar di Kota Cirebon.
Keesokan harinya, peneliti menemui informan Ibu Eno Atmajaya selaku kader Titik Binaan. Peneliti melakukan wawancara singkat dan meminta ijin untuk melakukan wawancara singkat ke anak terlantar. Ibu Eno pun akhirnya mengijinkan untuk melakukan wawancara dan mengenalkan Peneliti ke anak Binaan yaitu : Mazea Rahmatunnisa, Renata Siti Aulia, dan  Gievandra Berlian Houries di Lokasi Titik Binaan.
C. Dokumenter
Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari lokasi penelitian. Dokumentasi harus melengkapi data dari observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah sumber informasi yang solid yang menunjukkan fakta tentang apa yang terjadi. Untuk lebih menjelaskan dari mana asal informasi tersebut, peneliti mengabadikannya dalam foto dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan pendokumentasian adalah foto-foto informasi anak Binaan, Kader Titik Binaan dan tempat peneliti memperoleh informasi. 
Dokumentasi yang digunakan peneliti adalah dokumentasi berupa beberapa foto. Memang tidak banyak dokumentasi berupa foto karena peneliti kesulitan mengambil gambar. Karena  peneliti melakukannya sendiri, dan beberapa informan terlihat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. 
3.4 [bookmark: _Toc135370164]Operasionalisasi Konsep Penelitian
Tabel 3.5
Operasionalisasi Konsep Penelitian
	KONSEP
	DIMENSI
	PARAMETER

	Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III (Winarno, 2016:155-160)
	1. Komunikasi 
( Communication)
	1. Penyampaian Informasi
2. Kejelasan Kebijakan

	
	2. Sumber Daya
(Resources)
	1. Sumber Daya Manusia
2. Sumber Daya Finansial
3. Fasilitas ( Sarana dan Prasarana)

	
	3. Disposisi
(Dispositions atau Attitudes)
	1. Kepatuhan Pelaksana
2. Insentif

	
	4. Struktur Birokrasi
( Bureucratic Structure)
	1. Standar Operating Procedures (SOP)
2. Fragmentasi





3.5 [bookmark: _Toc135370165]Pengujian Keabsahan Data
Salah satu cara yang paling penting dan termudah untuk memeriksa keabsahan hasil data penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Menurut Sugiyono (2014:274) Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Ada tiga jenis segitiga, yaitu:  
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan memeriksa kembali tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil observasi dengan menggunakan wawancara; membandingkan apa yang umumnya dikatakan tentang hal itu mengatakan secara langsung dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara menguji data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda, mis. B. Data diperoleh melalui wawancara kemudian diverifikasi melalui observasi, dokumentasi atau lainnya. Kemudian, penelitian melakukan pembahasan lebih lanjut dengan data yang relevan. Sumber atau orang lain menentukan informasi apa yang diyakini benar, atau mungkin semuanya benar karena sudut pandang mereka berbeda.

3. Triangulasi Waktu
Waktu juga sering mempengaruhi keandalan informasi. Pengumpulan data melalui teknik wawancara pada pagi hari, pada saat informan masih segar, tidak banyak menimbulkan masalah sehingga informasi lebih valid, sehingga lebih kredibel. Oleh karena itu, untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian memberikan data yang berbeda maka dilakukan pengulangan untuk mendapatkan kepastian tentang data tersebut. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan meninjau hasil penelitian. Dari kelompok yang bertugas mengumpulkan informasi. 
3.6 [bookmark: _Toc135370166]Teknik Analisis Data
[bookmark: _Toc135370167]Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum masuk lapangan, selama kerja lapangan, dan setelah kerja lapangan selesai. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih terfokus daripada saat kerja lapangan dengan pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa operasi analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga selesai, sehingga data tersebut jenuh (Rejo, 2021).

1. [bookmark: _Toc130155181][bookmark: _Toc135370168]Tahap Reduksi Data 
[bookmark: _Toc130155182][bookmark: _Toc135370169]Reduksi data berarti meringkas, memilih faktor utama, memfokuskan pada faktor penting, mencari tema dan pola. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan menyederhanakan data yang diperoleh dari pengumpulan data awal untuk penyusunan laporan penelitian. Akibatnya, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan.
2. [bookmark: _Toc135370170]Tahap Display Data
[bookmark: _Toc135370171]Tampilan data Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, dll. Berkaitan dengan hal tersebut, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Menggunakan data yang terlihat akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan Anda selanjutnya berdasarkan apa yang Anda pahami.
3. [bookmark: _Toc135370172]Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan
[bookmark: _Toc135370173]Menarik kesimpulan Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang masih dimajukan masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data.

3.7 [bookmark: _Toc135370174]Jadwal Penelitian
Berdasarkan jadwal kegiatan yang dimulai sejak awal perancangan penelitian sampai dengan penyusunan skripsi yang akan direncanakan dari bulan Maret 2023 hingga Mei 2023. Maka jadwal kegiatan penelitian sebagai berikut :
Tabel 3.6
Jadwal Penelitian
	No
	Jenis Kegiatan
	Tahun
	2023

	
	
	Bulan
	Maret
	April
	Mei
	Juni
	Juli

	
	
	Minggu
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
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	2
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	3
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	4
	Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Seminar Hasil Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Sidang Skripsi
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